
BUPATI KATINGAN 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN 

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undanj
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negar; 
Gubemur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peratura 

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepac 

DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Bade 

Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setek 

tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimai 
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daeri 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentuk 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamaj 
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pula 

Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur 
Provinsi Kalimantan Tengah (Lernbaran Negara Republik Indone 

Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Repufc 

Indonesia Nomor 4180);
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3. Undang-Undang Nomor 3U l'atiun 2UU2 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 

Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049);

10. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5074);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234);
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12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2U14 tentang Temenntanan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi
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Keuangan uaeran (LernDaran Negara KepuDüK indonesia lanun 2UiU 

Nomor 110, Tambahan Lernbar an Negara Republik Indonesia Nomor 

5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 66);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
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Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310);

28. Peraturan Bupati Katingan Nomor 100 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Beianja Daerah dan 

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita DaerahKabupaten 

Katingan Tahun 2016 Nomor 344).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

dan

BUPATI KATINGAN 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Katingan;

5. Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah yang selanjutnya disebut 
APBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah
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yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan 

DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

6. Pertanggungjawaban adalah Laporan Keuangan yang disusun sesuai 
Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri atas Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan;

7. Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menyajikan 

ikhtisar sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang 

dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam satu periode 

pe laporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan 

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu 

periode pelaporan;

8. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

mengenai äset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

9. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan Laporan yang 

menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan 

yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi, dan SAL akhir;

10. Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan 

informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas 

akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam 

pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu 

entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;

11. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan 

kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya;

12. Laporan Arus Kas adalah Laporan yang menyajikan informasi 
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas 

selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada 

tanggal pelaporan;

13. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang menyajikan 

penjelasan atau daftar terperinci atau analisa atas nilai suatu pos 

yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan 

Laporan Arus Kas, termasuk pula dalam Catatan Atas Laporan 

Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan 

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta 

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk 

penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban 

kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
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BABII
PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 2
(1) Pertanggungj awaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan 

memuat:
a. Laporan realisasi anggaran;

b. Neraca;
c. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

d. Laporan Operasional;

e. Laporan Perubahan Ekuitas;
f. Laporan arus kas; dan
g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan daftar jumlah pegawai pergolongan dan peijabatan, laporan 

kineija, ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / 
perusahaan daerah dan ikhtisar Laporan Keuangan Desa.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut:
a. Pendapatan 1.162.607.295.128,17

b. Beianja 1.179.826.276.419,81

Surplus/Defisit (17.218.981.291,64)

d. Penerimaan Pembiayaan 114.888.433.864,63

e. Pengeluaran Pembiayaan 9.000.000.000.00
Pembiayaan Netto 105.888.433.864,63
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 88.669.452.572,99

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

sebagai berikut:
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp. 34.715.553.920,32 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan setelah

Perubahan Rp. 1.197.322.849.048,49

b. Realisasi Rp. 1,162.607,295.128.17
Selisih lebih / (kurang) Rp. 34.715.553.920,32

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp. (122.029.234.837,15) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah
perubahan Rp. 1.098.635.332.688,38

b. Realisasi Rp. 976,606.097,851.23
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Selisih lebih / (kurang) Rp. (122.029.234.837,15)

3. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah 

Rp. (420.846.892,42) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja setelah

perubahan Rp 203.641.025.461,00
b. Realisasi Rp. 203.220.178.568.58

Selisih lebih / (kurang) Rp. (420.846.892,42)

4. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah 

Rp. (87.734.527.809,25) dengan rincian sebagai berikut:
a. Surplus / Deifisit Setelah Perubahan Rp. (104.953.509.100,89)
b. Realisasi Rp. f l7.218.981.291.64)

Selisih Lebih / (kurang) Rp. (87.734.527.809,25)

5. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 

Rp. 65.075.236,26 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan
pembiayaan setelah perubahan Rp. 114.953.509.100,89

b. Realisasi Rp. 114.888.433.864.63
Selisih lebih / (kurang) Rp. 65.075.236,26

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 

Rp. 1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran
pembiayaan setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00

b. Realisasi 9.000.000.000.00

Selisih lebih / (kurang) Rp. 1.000.000.000,00

7. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 

Rp. 934.924.763,74 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan Rp. 104.953.509.100,89

b. Realisasi Rp. 105.888.433.864.63
Selisih lebih / (kurang) Rp. 934.924.763,74

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 
31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah äset Rp. 2.712.836.187.961,03
b. Jumlah kewajiban Rp. 4.280.222.513,02

c. Jumlah ekuitas Rp. 2.708.555.965.448,01
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Pasal 6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 

Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal Rp. 114.953.509.100,89
b. Penggunaal SAL sebagai Penerimaan

Pembiayaan tahun beijalan Eil . 114.888.433.864.63
Sub Total Rp. 65.075.236,26

c. Sisa lebih/kurang pembiayaan
Anggaran (SiLPA/SIKPA) Rp. 88.669.452.572,99

Sub Total Rp. 88.734.527.809,25

d. Koreksi kesalahan pembukuan

tahun sebelumnya S a . 165.075.236.26)

Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 88.669.452.572,99

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1

huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember

Tahun 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO Rp. 1.163.351.964.314,15

b. Beban ERl. 944.569.721.917.53

c. Suiplus/Defisit Dari Operasi Rp. 218.782.242.396,62

d. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non-

Operasional Rp. 0,00

e. Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa Eßi_ (533.354.365.60)

Surplus/Defisit- LO Rp. 218.348.888.031,02

Pasal8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai 
dengan 31 Desember tahun 2017 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal Rp. 2.490.314.605.277,18

b. Surplus/ Defisit-LO Rp. 218.348.888.031,02

c. Dampak kumulatif perubahan

Kebijakan/kesalahan mendasar:
Koreksi nilai persediaan Rp. 0,00

Selisih revaluasi äset tetap : Rp. 0,00

- Koreksi ekuitas lainnya Rp. (107.527.860.19)

d. Ekuitas akhir Rp. 2.708.555.965.448,01
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Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f 

untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017 

sebagai berikut:
a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun

2017 Rp. 114.953.509.100,89
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 345.736.778.604,70
c. Arus kas dari aktivitas investasi äset

non-keuangan Rp. (371.955.759.896,34)

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas non-anggaran Rp. 109.620.273,15
f. Koreksi Penambahan / pengurangan

saldo awal Kas Rp (65.075.236,26)

g- Saldo Akhir Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp 250,00

h. Saldo Akhir Kas di Bendahara
Penerimaan Rp 6.660.232,00

i. Saldo kas akhir per 31 Desember

Tahun 2017 Rp. 88.645.774.505,54

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf d Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
(2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan 
pemerintahan daerah dan fungsi dalam 

keraneka Dengelolaan keuangan negara;
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b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI

g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII :

i. Lampiran IX :

j. Lampiran X

k. Lampiran XI

l. Lampiran XII

m. Lampiran XIII :

n. Lampiran XIV :

o. Lampiran XV
p. Lampiran XVI :

q. Lampiran XVII:
r. Lampiran XVIII:

s. Lampiran XIX :

t. Lampiran XX

u. Lampiran XXI :

v. Lampiran XXII :

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas laporan keuangan (dapat dilihat 
dibuku tersendiri);

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak 

Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 

Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; 

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Äset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Äset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam 

Pengeijaan;

Daftar Rekapitulasi Äset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/ Perusahaan Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per 

Jabatan 2017;
Ikhtisar Laporan Keuangan Desa;

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
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KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lernbar an Daerah 

Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan 
pada tanggal, 31-8-2018

pada tanggal^-31 -8-2018

DAERAH 
KATINGAN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 
NOREG PERDA KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
15, 86/2018
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATJNGAN 

NOMOR VA TAHUN 2018 

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017

UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diatur ketentuan 

pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan 

keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan sub sistem dari sistem 

cengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah.

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sebagai pedoman 

pengelolaan keuangan daerah telah diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

drabah beberpa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Katingan telah menetapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran
!

Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2017. j

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka Pemerintah 

Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai standar akuntansi pemerintahan, menyusun laporan keuangan yang 

memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca;
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN 

NOMOR V* TAHUN 2018 

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017

UM UM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah an 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diatur ketentuan 

pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan 

keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah tersebut merupakan sub sistem dari sistem 

pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah.

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sebagai pedoman 

pengelolaan keuangan daerah telah diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberpa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Katingan telah menetapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka Pemerintah 

Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai standar akuntansi pemerintahan, menyusun laporan keuangan yang 

memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca;

d. Laporan Operasional;
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: Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g Ca La tan Atas Laporan Keuangan.

Sebelum dilakukannya laporan keuangan tersebut kepada masyarakat melalui 

CPRD. laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan ini, Badan Pemeriksa 

Keuangan sebagai auditor yang independen akan melaksanakan audit sesuai dengan 

scandar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan 

keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari 

krsesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan 

ekstemal oleh Badan Pemeriksa Keuangan, juga dapat dilakukan pemeriksaan 

ut jemal.

Berdasarkan urgensi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tersebut, 

dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beöerapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

rrrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa “Kepala daerah menyampaikan 

nruangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD 

retigan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”, perlu 

—enetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mewujudkan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai asas umum pengelolaan keuangan 

daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, 

efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan azas keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
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Pasal 4 

Cukup jelas.

Pasal 5 

Cukup jelas.

Pasal 6 

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR
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